BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa aspek teknis pembangunan rumah susun yang sudah tidak
sesuai lagi degan kondisi sekarang, berikut beberapa aspek teknis pembangunan
rumah susun tersebut:

a. Aspek Ruang

b. Aspek Kelengkapan Rumah Susun

c. Aspek Aspek Satuan Rumah Susun

d. Aspek Bagian Bersama dan Benda Bersama
e. Aspek Kepadatan dan Tata Letak Bangunan

2. Permasalahan yang terjadi pada regulasi mengenai persyaratan teknis
pembangunan rumah susun adalah adanya tumpang tindih peraturan, sehingga
dapat ditemukan aspek-aspek teknis yang sama, namun tidak selaras pada
peraturan berbeda yang terkait. Rekomendasi solusi yang dapat diberikan
terkait hal tersebut adalah melakukan pembaharuan atau menambahkan rujukan
pada peraturan yang lama dan mengadakan instansi khusus untuk peraturan
perundang-undangan.

3. Kesesuaian Rusunawa Cingised sebagai objek penelitian masih dianggap jauh
dari memenuhi persyaratan teknis rumah susun yang telah dikaji. Berdasarkan
hasil penelitian, diketahui Rusunawa Cingised memenuhi 56,99% persyaratan
teknis pembangunan rumah susun yang telah dikaji.

4. Perlu dilakukan pengintegrasian pedoman penilaian TABG dan SLF, sehingga
meminimalisir tumpang tindih persyaratan, selain itu perlu dilakukan
pengawasan yang ketat saat pelaksanaan konstruksi dari pihak independen agar
terhindar dari KKN atau permainan curang lainnya, perlu juga diterapkan sistem

pengelolaan yang berjalan dengan baik.
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5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya:

1. Memperbanyak referensi peraturan-peraturan terbaru terkait aspek teknis
pembangunan rumah susun.

2. Membatasi aspek teknis penelitian, sehingga dihasilkan kajian yang lebih
komprehensif untuk tiap-tiap aspek teknis.

3. Menambah narasumber atau responden ahli.
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